
 

 

 
 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 6 TAHUN 2012  

 
    TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis 
retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah 
pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, 
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau 
badan; 

 
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi 

Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Surabaya serta sebagai 
pelaksanaan ketentuan Pasal 156  ayat (1) Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
mengatur ketentuan tentang Retribusi  Pelayanan Tera/Tera Ulang 
dalam Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana   dimaksud   dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi  Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota  Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2730); 
 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3193); 

 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3029); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara   
Nomor 4844); 
 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130  
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5049); 

 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan 

Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta          
Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3283); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

 
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;  
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2012; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 
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16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 
tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; 

 
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 

tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 
(UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; 

 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 

 
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan 
WALIKOTA SURABAYA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

TERA/TERA ULANG. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
         Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 

4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian                  
Kota Surabaya. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan 
tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya 
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 

6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang 
selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera 
ulang. 



 4

7.  Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan atau kualitas. 

8.  Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas atau penakaran. 

9.  Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran massa atau penimbangan. 

10.  Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau 
timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau 
penimbangan. 

11.  Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera 
batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan 
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, 
dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya 
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah 
ditera. 

13.  Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah 
atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang 
berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak 
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP 
yang telah ditera.  

14.  Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan 
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

15.  Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 

16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
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17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa 
Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan 
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya  
disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

24. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah 
surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau 
memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang 
terutang. 

25. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Surabaya. 
 
 
 

BAB  II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  

 
Pasal  2  

 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut 
retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, 
timbang, dan perlengkapannya.  

 
 
 
 
 
 


